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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai peran kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya berkaitan dengan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, menerima, menguasai, menyimpan, atau menjadi perantara dalam peredaran narkotika. Kurir dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui dan sengaja membawa atau mengirim narkotika, sedangkan penerima paket dapat dipidana apabila terbukti mengetahui isi paket dan menguasai atau menerima narkotika tersebut. Namun, penegakan hukum tetap harus memperhatikan unsur kesalahan, pengetahuan, dan kesengajaan agar tidak keliru menetapkan pihak yang sebenarnya tidak mengetahui isi paket. 

2. Proses penyidikan terhadap kurir dan penerima paket dalam perkara tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman di Polda Sumatera Utara dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan informasi awal, penyelidikan, koordinasi dengan pihak jasa pengiriman, pengamanan dan penyitaan paket, pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan kurir dan penerima paket, penelusuran komunikasi serta identitas pengirim, pemeriksaan laboratorium, hingga pemberkasan perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, proses penyidikan dilakukan secara hati-hati untuk membedakan antara kurir atau penerima paket yang benar-benar terlibat dengan pihak yang hanya dimanfaatkan oleh jaringan narkotika. 

3. Pertanggungjawaban pidana kurir dan penerima paket dalam tindak pidana narkotika melalui jasa pengiriman ditentukan berdasarkan hasil penyidikan yang membuktikan adanya unsur kesalahan, pengetahuan, penguasaan, dan keterlibatan aktif. Kurir dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti secara sadar membawa, mengirim, atau mengangkut narkotika. Penerima paket dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui isi paket, menerima, menguasai, atau terlibat dalam transaksi narkotika. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada posisi seseorang sebagai kurir atau penerima paket, tetapi harus berdasarkan alat bukti yang sah dan peran konkret masing-masing pihak dalam perkara.
B. Saran

1. Penyidik diharapkan lebih cermat dalam membedakan peran kurir jasa pengiriman dan kurir yang menjadi bagian dari jaringan narkotika.
Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, tidak semua kurir dapat langsung dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, penyidik perlu memperkuat pembuktian mengenai unsur pengetahuan dan kesengajaan, misalnya melalui pemeriksaan komunikasi, resi pengiriman, keterangan petugas ekspedisi, CCTV, serta bukti lain yang menunjukkan apakah kurir benar-benar mengetahui isi paket atau hanya menjalankan tugas pengiriman biasa. 

2. Penyidik diharapkan memperkuat proses pembuktian terhadap penerima paket sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana. Penerima paket tidak selalu dapat dianggap sebagai pelaku hanya karena namanya tercantum sebagai penerima atau karena paket dikirim ke alamatnya. Penyidik perlu menelusuri apakah penerima mengetahui isi paket, memiliki hubungan dengan pengirim, menunggu kedatangan paket, mengetahui nomor resi, atau memiliki komunikasi dengan jaringan narkotika. Hal ini penting agar penetapan tersangka dilakukan secara objektif dan tidak salah sasaran. 

3. Penyidik diharapkan terus mengembangkan penyidikan sampai kepada pengendali atau pelaku utama jaringan narkotika. Dalam perkara narkotika melalui jasa pengiriman, kurir dan penerima paket sering kali hanya berada pada bagian akhir dari rantai peredaran. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan pengembangan perkara melalui bukti digital, transaksi keuangan, riwayat pengiriman, identitas pengirim, dan keterangan saksi agar pelaku utama atau pengendali jaringan dapat diungkap. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berhenti pada kurir atau penerima paket, tetapi juga menyasar jaringan peredaran narkotika secara lebih luas.
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